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ToE.ak Klaim Pemerintah China

DPR Dukung Pemerintah
Terkait Perairan Natuna

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap
tegas pemerintah menolak klaim sepihak Pemerintah China
terkait garis Imaginer nine dash line {sembilan garis putus-
putus) yang tak memiliki dasar hukum internasional.

MENURUTNYA, pemerintah
1ak perlu lagi melakukan perun-
dingan mengenai persoalan
terishut, karens wilayah [aut

Natuna sudah dipereegas dalam
Konvensi Persatuzn:Bangsz Ba-
ngsa {PBB} tentang Hukum Laut
alay INCLDE 1982

“Pemerinlab Indonesia tak
boleh membuka rusng Kom-
promi terkait kedaulatan NKRL
Berdasarkan Pasal 4 Undang:
Undang Memor 5 Tahun 1983,
[ndonzsia memiliki hzk untuk
shplorast dan sksploitas i ka-
wasan Zona Ekomami ERslusif
{ZEE). Pelayaran dan penarban-
gan internasional bebas dilaku-

ANURES P ILAWGNATY] Far gt mes

FATUNG SQEKARNQ; Pekerja memasang paiung Pressden pertama sekaligus Proklamator Kemerdekaan
Repuby ik Indonesa Scekarma ¢ Taman Gor d: Palu, Sulawesi Tengah, kemarm. Patung berbahan iembaga
setingg delapan meter tersebut didirikan o lokas: kedatangan dan pidalo Soekarno di Kota Palu pada
fakun 1957 Keberadaan tempal dan palung yang diber nama sebagal Monumen Mutara Bangsa lersebi
diharapkan memperkual rasa nasionalisme seqta menadi salah salu ken wisata daerah tersebul.

kan ks sesusi dengan hukum
mternesionsl yang berlaku,  tegas
Aziz di gedung DPR, Kompleks
Parlemen, Jakarta kemarin.

Azis menambahkan, negara
lain-diperbolehkan mangeks-
platasi den mengeksploilasi
sumber_daya alam di kawasan
ZEE, dengan ayarat hal tersebut
dilakukan setelah meminta izin
Pemerintah Indonesia, Terlehih,
fanjut dia, Keputuszn Pengadilan
Arhilrase Permanen alau Per-
manenr Cowrt of Arbitrarion
di Den Haag, Belanda mengu-
gurkan atau menafak klaim
sepifigk Pemerintzh China atas
keleradaan néne dash fine pada
12 Juli 20146,

“Indonesia tak memiliks wmp-
ang-tindih batas internasicnal
apapun dengan China. Mereka
harus menghormati hukum in-
ternasional yang herlaku demi
menjaga stabilitzs wilayah, haik
di wilayah ASEAMN maupun di
Indo-Facatic secara keseluruhan.
Kami berharap, persoalan Laut
China Selatan sezers tersele-
satkar melalui instrumen kerja
sarma internalinnal AR rak me-
nimbulkan instabilitas wilayah,”
ujar palitisi Parwai Golkar ini.

Lebih Eznjut, Azis mengatzkan,
Laut Ching Sefatan marupakan
wilayah yang sangat stralegis da-
lam jalur perdagangan, kareng
menghubungan keseluruhan wi-
lyah [nde-Facific. Hanve dengan
kerja sama yang baik dan rasa
saling menghormati, stabilitas

rugivatal di Rawasan o Pacitic

akan tercapla dan stabilitas terse-
bul telsh menjadikan wilayah
Inde-Pacific schaga perwibuban
ekanomitertinggl.

"Perairan MNatuna marupa-
kan wilaysh stratsgis untuk
keamanan nasianal Indonesia
dalam menangkal segala ben-
tuk ancaman tradiienal {oradi-
tional threat) dan juga ancaman
nan-traditional (nan-tragitional
threat), seperti penyelundupan
varkoba, terorisme, illegal fish-
ing dan sebaganya, Karenanya,
pemerintah harus terus mam-
perkuat keamanan nasional di
dekat Laut China Selatan oaik
dant sist infrastuklue kezmaran
maugun milwer,” harap dig,

Sebelumnya, Menteri Luar
Negeri {Menlu) Retno Marsudi
mengatakan, Indenesia meno-
lak negosiasi atas klaim China
terhadap faut China Selatan
Ientert Retnn menzgaskan, po-
sisi Indenesia di wilayah perairan
tersebut kensisten berdasarkan
norma internasional yang 1er.
tugng dalam Konwensi Hukum
Laut PBE atau UNCLOS tahun
1982,

“Indanesia tak memiliki klaim
wang tumpang tindih dengan
China, sehinign tidak relevan
untuk melzkukan dizlog tentang
hatas kemaritiman MENgEndi
pembatasan, D Laut Ching Se-
latam, Indonesia mamiliki klaim
tumpang tindih (terkait) pera
tasan maritim hanya dengan
Malaysiz dan Vietnam,” kata
Relno, mon)
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